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ABSTRAKSI 

 

Nama : Muhamad Sulthan Firjatullah 

NIM : 202010110311466 

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja Secara Langsung Oleh Pengusaha 

Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum 

  2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H 

 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan permasalahan yang kompleks karena 

berkaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja, seiring 

berjalannya waktu Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 memberikan 

kemungkinan pengusaha dapat melakukan PHK secara langsung tanpa 

pemberitahuan maksud dan alasan PHK karena pekerja/buruh melakukan 

pelanggaran bersifat mendesak, hal tersebut mempengaruhi perlindungan hukum 

bagi pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap pemutusan hubungan kerja secara 

langsung oleh pengusaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam melakukan pengkajian 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap pemutusan hubungan kerja secara 

langsung oleh pengusaha. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan 

Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 tidak memberikan perlindungan 

hukum preventif bagi pekerja/buruh karena tidak memberikan kesempatan bagi 

pekerja/buruh untuk memberikan pendapatnya sebelum PHK dilakukan dan 

ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) tidak mencegah terjadinya PHK, kemudian 

Pasal 52 Ayat (2) dan (3) PP No. 35 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 

28D Ayat (1) UUD NRI 1945, bertentangan dengan konsiderans huruf c dan d UU 

Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, 

dan bertentangan dengan penjelasan umum atas UU Ketenagakerjaan, perbuatan 

yang dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam pasal tersebut 

merupakan perbuatan tindak pidana, namun dalam pasal tersebut tidak mengatur 

keharusan bahwa pelanggaran bersifat mendesak ini dibuktikan terlebih dahulu 

melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga juga telah 

melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). 

 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, PHK secara langsung, Pelanggaran bersifat 

mendesak. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Muhamad Sulthan Firjatullah 

NIM : 202010110311466 

Judul : Legal Protection For Workers Against Direct Termination Of 

Employment By Employers 

Pembimbing : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum 

  2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H 

 

Termination of employment (PHK) is a complex problem because it is related to 

unemployment, crime, and employment opportunities, over time Article 52 

Paragraphs (2) and (3) Government Regulation No. 35 Year 2021 provides the 

possibility that employers can terminate employment directly without notification 

of the purpose and reasons for termination because workers / laborers commit 

violations of an urgent nature, this affects legal protection for workers / laborers. 

This research aims to find out how the analysis of legal protection for 

workers/laborers against direct termination of employment by employers. The 

research method used in this research is normative juridical research method by 

using statutory approach and conceptual approach in assessing legal protection for 

workers/laborers against direct termination of employment by employers. The 

results of this study conclude that the provisions of Article 52 Paragraphs (2) and 

(3) of Government Regulation No. 35 Year 2021 do not provide preventive legal 

protection for workers/laborers because they do not provide an opportunity for 

workers/laborers to give their opinions before layoffs are carried out and the 

provisions of Article 52 Paragraphs (2) and (3) do not prevent layoffs, then Article 

52 Paragraphs (2) and (3) of Government Regulation No. 35 Year 2021 are in 

conflict with Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, contradicts the consideration letters c and d of the Manpower Law, 

contradicts Article 4 letters c and d of the Manpower Law, and contradicts the 

general explanation of the Manpower Law, the actions categorized as urgent 

violations in the article are criminal acts, but the article does not regulate the 

requirement that this urgent violation be proven first through a court decision with 

permanent legal force, so that it has also violated the principle of presumption of 

innocence. 

 

Keywords: Legal protection, immediate layoffs, urgent violations. 
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